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ABSTRAK 

 

Abed Nego Limbong. 201810115215. Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham 

Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Asimilasi Narapidana Yang  Mengalami  Over Kapasitas Di 

Lapas  Kelas I Cipinang Dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019 

Munculnya Covid-19 telah menarik perhatian global, dunia digemparkan dengan sebuah 

kejadian yang membuat banyak masyarakat resah karena munculnya virus yang menyerang 

sitem pernafasan. Pandemi Covid-19 ini berawal dari kasus lokal yang di mana covid-19 

menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang di sebut kasus import 

dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antar penduduk sedangkan di Indonesia sendiri 

wabah virus covid-19 masuk pada awal tahun 2020, yang di mana virus ini menyerang sistem 

pernafasan manusia tanpa melihat usia manusia. Virus covid-19 ini menyebabkan harus adanya 

jarak antara manusia satu dengan yang lainnya yang menyebabkan banyak negara membuat 

sebuah kebijakan seperti lockdown, sedangkan pemerintah negara Indonesia membuat 

kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan 

angka penyebaran covid-19 ini merupakan sebuah kebijakan yang harus di patuhi oleh semua 

warga negara Republik Indonesia terlebih khususnya lembaga pemasyarakatan, namun kondisi 

lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia pada saat ini tengah mengalami over kapasitas 

sehingga menyebabkan Kementerian Hukum dan HAM membuat sebuah kebijakan yaitu 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( PERMENKUMHAM). Berdasarkan isi 

dari PERMENKUMHAM Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan 

Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan 

Penyebaran Covid-19 merupakan suatu kebijakan guna untuk mencegah terjadinya cluster 

virus covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas. 

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Asimilasi, Covid-19. 
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ABSTRACT 

Abed Nego Limbong. 201810115215. Implementation of Regulation of the Minister of Law 

and Human Rights Number 24 of 2021 concerning The Assimilation of Prisoners Who 

Experience Overcapacity in Cipinang Class I Prison in the Framework of Corona Virus 

Disease Prevention 2019 

The emergence of Covid-19 has attracted global attention, the world was shocked by an 

incident that made many people nervous because of the emergence of a virus that attacks the 

respiratory system. This Covid-19 pandemic started from local cases where Covid-19 spread 

throughout the world one after another with a mode of transmission called imported cases from 

outside the area of origin or local transmission between residents, while in Indonesia the 

outbreak of the COVID-19 virus entered at the beginning. in 2020, which is where this virus 

attacks the human respiratory system regardless of human age. The Covid-19 virus has caused 

a distance between humans and one another which has caused many countries to make policies 

such as lockdowns, while the Indonesian government has made policies in the form of Large-

Scale Social Restrictions (PSBB) and the Enforcement of Restrictions on Community Activities 

(PPKM). The policy issued by the government to reduce the spread of COVID-19 is a policy 

that must be obeyed by all citizens of the Republic of Indonesia, especially prisons, but the 

condition of prisons in Indonesia is currently experiencing overcapacity, causing the Ministry 

of Law and Human Rights make a policy, namely the Regulation of the Minister of Law and 

Human Rights (PERMENKUMHAM). Based on the contents of PERMENKUMHAM Number 

24 of 2021 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for 

Prisoners and Children in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19, 

this is a policy to prevent the occurrence of clusters of the Covid-19 virus in prisons that 

experience overcapacity. 

Keywords: Penitentiary, Assimilation, Covid-19. 
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COVID-19 Corona Virus Disease 2019 
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LAPAS Lembaga Pemasyarakatan 

KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

WBP Warga Binaan Pemasyarakatan 
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SARS Severe Acute Respiratory Syndrome 

MERS Middle East Respiratory 

 

  

Implementasi Peraturan.., Abed Nego Limbong, Fakultas Hukum, 2022



xiv 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu Mama dan Papa yang 

telah merawat saya hingga sampai saat ini, memberikan dukungan moral dan finansial, 

memberikan doa agar menjadi anak yang berguna dan sukses bagi nusa dan bangsa, dan 

terimakasih kepada kakak yaitu Yoseph Tulus Filemon Limbong, Novri Tiodora Limbong 

dan Adik Mister Felix Limbong yang telah memberikan suport dan doa dalam 

menyelesaikan skripsi ini, serta kepada Yemima Theresia Kristianty Pormes yang telah 

memberikan Penulis dukungan dan semangat yang tiada hentinya hingga sampai saat ini 

Penulis telah menyelesaikan skripsi ini. 

 

 

 
 

Implementasi Peraturan.., Abed Nego Limbong, Fakultas Hukum, 2022


	01. 201810115215-COVER
	02. 201810115215-LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
	03.201810115215-LEMBAR PENGESAHAN
	04. 201810115215-LEMBAR PERNYATAAN
	05. 201810115215-LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI
	06. 201810115215-ABSTRAK
	07. 201810115215-ABSTRACT
	08. 201810115215-KATA PENGANTAR
	09.201810115215-DAFTAR ISI
	10.201810115215-DAFTAR SINGKATAN
	11. 201810115215-HALAMAN PERSEMBAHAN



